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Abstrak
 

Penelitian ini membahas permasalahan tentang peran International Maritime Organization (IMO) melalui

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam menanggulangi masalah pembajakan kapal laut dengan

melihat studi kasus pembajakan yang terjadi di perairan Indonesia. Pembajakan kapal laut merupakan

kejahatan transnasional yang tindakannya sampai melintasi batas negara, sehingga upaya penanganannya

melalui sebuah kerjasama internasional.

 

Melalui wadah IMO, terciptalah suatu kerjasama di dalam upaya memberantas pembajakan kapal laut yang

terjadi di seluruh dunia. Peran IMO sebagai sebuah organisasi internasional di dalam menanggulangi

masalah ini sesuai dengan fungsinya sebagai wadah kerjasama, pemberi saran, tempat konsultasi, pembuat

kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

 

Dari peran IMO tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pembajakan kapal laut yang saat

ini banyak menjadi sorotan negara-negara di dunia terutama Indonesia. Kasus pembajakan kapal laut

diperairan Indonesia mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor geografi,

ekonomi, keamanan dan state sponsorship.

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Indonesia, maka IMO berusaha untuk menanggulangi

permasalahan yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan (preventive)

dan pemberantasan (suppression) aksi pembajakan kapal laut. Dari perannya tersebut diharapkan IMO dapat

membantu Indonesia dalam menanggulangi dan berupaya mengurangi tingkat kejadian pembajakan kapal

laut di perairan Indonesia.

 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan IMO

berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan aksi pembajakan kapal laut dinilai tidak efektif bagi

penyelesaian masalah pembajakan di perairan Indonesia. Hal itu disebabkan karena IMO bukan sebuah

rezim organisasi internasional sehingga IMO tidak bisa mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi

kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tentang pencegahan dan pemberatasan pembajakan kapal laut.

 

Permasalahan ini menjadi kelemahan bagi IMO karena tidak bisa meyakinkan pemerintah Indonesia untuk

secepatnya meratifikasi kebijakankebijakan IMO tersebut mengingat kasus pembajakan kapal laut di

perairan Indonesia mengalami peningkatan. Selain itu juga dengan lemahnya fasilitas penjagaan perairan

Indonesia sehingga dianggap perlu untuk meratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat memberikan

langkah-langkah pencegahan pembajakan kapal laut kepada para pengguna laut dan masyarakat maritim.
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